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ABSTRAK 
 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh 
masyarakat dan pemeritah desa dan berbadan hukum. Keberadaan BUMDes untuk 
memperkuat perkonomian masyarakat desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 
potensi desa.  Permasalaahan dalam  penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi terkait 
dengan peraan dan fungsi BUMDes di Desa Fafinesu C, kurangnya pemfasilitasian 
BUMDes, dan kurangnya proses monitoring dan evaluasi. Tujuan dari penulisan ini 
adalah untuk menganalisis Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Desa  
sosialisasi sebagai unsur penting keberhasilan BUMDes belum dilakukan secara 
terencana dan berkelanjutan sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam 
pengelolaan BUMDes; Pemerintah Desa belum memfasilitasi pengurus/pengelola 
BUMDes untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga dalam pengelolaan 
BUMDes pengurus/pengelola BUMDes kesulitan dalam mengembangkan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes); Pemerintah Desa tidak melakukan proses monitoring dan 
evaluasi sehingga setiap persoalan yang dihadapai dalam pengelolaan BUMDes tidak 
secepatnya diselesaikan yang mengakibatkan pengelolaan BUMDes tidak berjalan 
dengan baik.  
 
Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pengelolaan, BUMDes 
 
 
ABSTRACT 
 
Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business institutions that are managed 
by the community and the village government and are incorporated. The presence of 
BUMDes was to strengthen the economy of the village community and was formed based 
on the needs and potential of the village. Problems in this study are the lack of 
socialization related to the roles and functions of BUMDes in Fafinesu C Village, the 
lack of facilitation of BUMDes, and the lack of monitoring and evaluation processes. The 
purpose of this paper is to analyze the role of the Village Government in the Management 
of Village-Owned Enterprises (BUMDes). The research method used in this study was a 
qualitative descriptive approach. The results showed that the Village Government's 
socialization as an important element of the success of BUMDes had not been carried out 
in a planned and sustainable manner so that the community did not participate in the 
BUMDes management; The Village Government had not facilitated BUMDes 
management / managers to participate in education and training so that in BUMDes 
management BUMDes management / managers have difficulty in developing Village-
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Owned Enterprises (BUMDes); The village government did not carry out a monitoring 
and evaluation process so that any problems encountered in the management of BUMDes 
were not immediately resolved. Consequently, the management of BUMDes was not 
going well. 
 
Keywords: The Role, Village Government, Management,  Village-Owned Enterprises 
(BUMDes) 
 
PENDAHULUAN 
Pembangunan pada prinsipnya 
diarahkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat sebagai perujudan 
dari tujuan nasional sebagaimana 
diamanatkan UUD 1945. Desa 
memiliki peranan penting dalam upaya 
pembangunan nasional dikarenakan 
penduduk Indonesia cenderung 
bermukim di wilayah pedesaan 
sehingga hal tersebut memberikan 
pengaruh yang cukup besar dalam 
upaya penciptaan stabilitas nasional. 
Sebagai bagian dari kabupaten, desa 
memiliki otonomi asli. Otonomi 
tersebut memberikan wewenang desa 
untuk mengatur dan mengurus 
kepentingannya sendiri dengan 
memanfaatkan potensi yang dimiliki. 
Otonomi desa ada sebagai bagian dari 
otonomi daerah, seperti yang tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi 
“otonomi daerah adalah hak, 
wewenang dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. Widjaja (2014:76), 
mengatakan bahwa tujuan yang hendak 
dicapai dalam penyerahan urusan 
kepada daerah antara lain: menumbuh 
kembangkan daerah dalam berbagai 
bidang, meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, menumbuhkan 
kemandirian daerah dan meningkatkan 
daya saing daerah dalam proses 
pertumbuhan. 
Pendapatan Asli Desa 
merupakan salah satu modal dasar 
pemerintah desa dalam melaksanakan 
pembangunan dan memenuhi belanja 
desa. Pendapatan Asli Desa merupakan 
usaha desa guna memperkecil 
ketergantungan dari pemerintah 
atasnya. Dalam penyelenggaraan 
otonomi dengan baik maka desa harus 
mempunyai keuangan sendiri yang 
kuat selain Alokasi Dana Desa (ADD). 
Semakin besar keuangan desa, semakin 
besar pula kemampuan desa untuk 
memberikan pelayanan umum (public 
service) kepada masyarakat. Dalam 
rangka meningkatkan Pendapatan Asli 
Desa (PADes) peran Pemerintah Desa 
sangat dibutuhkan melalui optimalisasi 
potensi desa dengan memanfaatkan 
berbagai macam potensi desa yang 
dimiliki melalui pendirian dan 
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. 
Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) merupakan salah satu 
lembaga perekonomian desa yang 
sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. 
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Sebagai salah satu program andalan 
dalam meningkatkan kemandirian dan 
kreatifitas masyarakatnya, maka 
BUMDes perlu didirikan. BUMDes 
menurut pasal 1 ayat 6 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan 
sebagai badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiki oleh 
Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan 
desa yang dipisahkan guna mengelola 
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainya 
untuk sebesar-besarnya kesejahtraan 
masyarakat desa. Selanjutnya dalam 
pasal 87 ayat 1 desa dapat  mendirikan 
Badan Usaha Milik Desa yang 
selanjutnya disebut BUMDes. 
Substasi Undang-Undang ini 
menjelaskan tentang janji pemenuhan 
Pemerintah (demand comlience 
scenario) dalam konteks pembangunan 
tingkat desa. Logika pendirian 
BUMDes didasarkan pada kebutuhan 
dan potensi desa, sebagai upaya 
peningkatan kesejahtraan masyarakat. 
Berkenaan dengan perencanaan dan 
pendirianya, BUMDes dibangun atas 
prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta 
berdasarkan pada prinsip-prinsip 
kooperatif, partisipatif, emansipatif, 
akuntabel, dan sustainable  dengan 
mekanisme member- help dan self-
help. Dari semua itu yang terpenting 
adalah pengelolaan BUMDes harus 
profesional dan mandiri. Agar mampu 
mencapai tujuan dari pada pendirian 
Badan Usaha Milik Desa sebagaimana 
yang termuat dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 
38 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pengelolaan BUMDes 
Kabupaten TTU, pasal 3 menyebutkan 
bahwa tujuan pendirian BUMDes 
adalah untuk meningkatkan pendapatan 
asli desa, mengoptimalkan aset Desa 
agar bermanfaat untuk kesejahtraan 
Desa, meningkatkan usaha masyarakat 
dalam pengelolaan potensi ekonomi 
desa, mengembangkan rencana kerja 
sama usaha antar desa dan / atau 
dengan pihak ketiga, menciptakan 
peluang dan jaringan pasar yang 
mendukung kebutuhan layanan umum 
warga, membuka lapangan kerja, 
meningkatkan kesejahtraan masyarakat 
melalui perbaikan pelayanan umum, 
pertumbuhan dan penyertaan ekonomi 
desa, meningkatkan pendapatan 
masyarakat Desa dan Pendapatan Asli 
Desa. Maka diperlukan peran aktif dari 
pemerintah desa dan juga masyarakat 
dalam pengelolaan Badan Usaha Milik 
Desa. 
Tugas dan peran pemerintah 
desa dalam pengeloaan Badan Usaha 
Milik Desa adalah memberikan  
sosialisasi kepada masyarakat tentang 
arti penting BUMDes bagi peningkatan 
kesejahtraan masyarakat. Dengan peran 
pemerintah desa ini masyarakat 
dimotivasi disadarkan dan dipersiapkan 
untuk membangun kehidupan sendiri. 
Dan juga peran  pemerintah desa dalam 
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
adalah memfasilitasi dalam bentuk 
pendidikan dan pelatihan dan 
pemenuhan lainya yang dapat 
memperlancar dalam pengelolaan 
BUMDes. Fungsi lain yang tidak kala 
penting dari pemerintah desa adalah 
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fungsi monitoring dan juga evaluasi 
terkait dengan kinerja dari pada 
pengurus BUMDes. Proses monitoring 
dilakukan secara berkelanjutan, 
sehingga membantu kegiatan BUMDes 
secara baik. Evaluasi dilakukan per-
triwulan atau sewaktu-waktu jika 
dianggap perlu sesuai dengan 
ketentuan AD/ART.  
Selain dibutuhkan peran aktif 
dari pemerintah desa dalam 
pengelolaan BUMDes maka juga 
dibutuhkan peran dari pada masyarakat 
desa. Dimana masyarakat desa sebagai 
salah satu potensi dalam mendukung 
pemerintah desa dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Desa dan juga 
meningkatkan pendapatan ekonomi 
masyarakat melalui pendirian dan 
pengelolaan BUMDes. 
Jumlah desa yang ada di 
Indonesia mencapai 74.910 dan dari 
banyaknya desa yang ada di Indonesia 
hanya ada 18.446 atau sekitar 24.62% 
yang mampu mendirikan Badan Usaha 
Milik Desa. Dan dari 18.446 desa yang 
mendirikan BUMDes hanya ada 2.146 
atau sekitar 11.63% yang berhasil 
mengelolaa BUMDes dengan baik. 
Pemerintah Desa Fafinesu C 
membentuk Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) sebagai wadah dan 
penggerak perekonomian desa. 
BUMDes juga dibentuk dalam rangka 
optimalisasi pemberdayaan masyarakat 
sesuai dengan potensi yang dimiliki 
Desa Fafinesu C, dan adanya program 
pemberdayaan dari Pemerintah baik 
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah melalui lembaga-lembaga yang 
dibentuk di Desa seperti Anggur 
Merah, Sari Tani, maupun Kelompok 
Tani. 
Program-program tersebut di 
Desa lain pada umumnya tidak 
berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut 
maka Pemerintah Desa Fafinesu C 
membentuk wadah pemberdayaan 
dalam bidang ekonomi melalui. Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) agar 
program tersebut dapat berjalan 
berkesinambungan, terarah dan 
terorganisir dan tepat sasaran. Maka 
pada Tahun 2016 atas prakarsa 
masyarakat, terbentuklah Badan Usaha 
Milik Desa yang merupakan gabungan 
dari program lembaga pemberdayaan 
ekonomi masyarakat desa, pada tanggal 
27 Mei 2016 diadakan musyawarah 
desa dan menetapkan Peraturan Desa 
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga yang sesuai dengan peraturan 
Perundang-Undangan. 
Keberadaan BUMDes di Desa 
Fafinesu C Kecamatan Insana Fafinesu 
Kabupaten Timor Tengah Utara dapat 
menggerakan kegiatan ekonomi 
masyarakat yang lebih baik, dengan 
memberi peluang kepada masyarakat 
untuk berkembang dan berdaya sesuai 
dengan kemampuan melalui mobilisasi 
sumber daya alam dan potensi desa 
lainya. Berdasarkan Anggaran Dasar 
(AD)  Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) Desa Fafinesu C 
Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten 
Timor Tengah Utara Pasal 6 
menyebutkan bahwa jenis usaha 
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BUMDes Fafinesu C meliputi usaha-
usaha antara lain : Pelayanan jasa 
simpan pinjam dengan usaha 
pengembangan produk unggulan 
kabupaten antara lain paronisasi, 
pengemukan babi, pengembangan 
bawang putih, pengembangan jagung 
dan pengembangan garam, selain itu 
juga jenis usaha lainya yang 
dikembangkan adalah pengumpulan 
dan perdagangan hasil bumi berupa 
asam, jambu mente, kemiri, kelapa dan 
lain-lain. 
Tetapi yang menjadi 
permasalahanya adalah kurangnya 
sosialisasi dari pemerintah untuk 
masyarakat setempat tentang 
bagaimana mengelola BUMDes 
dengan baik agar dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat, dan juga 
pemerintah desa dalam hal ini tidak 
memfasilitasi masyarakat terutama para 
pengurus dan atau pengelola BUMDes 
dalam hal pendidikan dan pelatihan 
sehingga baik itu masyarakat maupun 
pengurus/pengelola BUMDes tidak 
terampil dalam mengembangkan atau 
mengelola BUMDes sesuai dengan 
potensi atau sumber daya yang 
dimiliki. Dan juga tidak adanya 
monitoring dan evaluasi dari pada 
pemerintah desa sehingga tidak adanya 
pengembangan pengelolaan BUMDes 
sesuai dengan potensi atau sumber 
daya yang dimiliki.  
Kurangnya peran dari pada 
pemerintah Desa Fafinesu C dalam 
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) disebabkan belum 
disiplinya manajemen terutama dalam 
mengoptimalkan berbagai potensi yang 
ada di desa dalam pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa, keterbatasan 
kemampuan/ketrampilan untuk dapat 
mengembangkan pengelolaan 
BUMDes sesuai dengan potensi yang 
dimiliki desa, ketegasan atauran belum 
sesungguhnya diterapkan dalam 
imlementasinya, tidak menjalankan 
BUMDes sesuai dengan Prinsip-prinsip 
pengelolaan BUMDes yaitu transparan, 
akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi, dan kewajaran dan 
kesetaraan dan kurang keterlibatan 
masyarakat karena masyarakat belum 
sadar akan pentingnya pengelolaan 
BUMDes bagi peningkatan Pendapatan 
Asli Desa dan juga peningkatan 
ekonomi masyarakat. Dimana jika hal 
ini tidak diperhatikan maka 
pengelolaan BUMDes di Desa Fafinesu 
C tidak akan berjalan dengan baik. Dan 
jika pengelolaan BUMDes tidak 
berjalan sesuai dengan apa yang 
diharapkan maka akan mempengaruhi 
rendahnya pendapatan masyarakat, dan 
juga tidak akan mampu meningkatkan 
Pendapatan asli Desa, dan hal itu akan 
berdampak pada penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan dan pelayanan 
kemasyarakatan.  
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TINJAUAN PUSTAKA 
Salah satu strategi pemerintah 
memudahkan desa dalam 
meningkatkan pendapatan asli desa 
adalah dikeluarkannya Peraturan 
Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pendirian, Pengurusan dan 
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 
Usaha Milik Desa yang menyebutkan 
bahwa pemerintah desa dapat 
mendirikan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). BUMDes adalah badan 
usaha yang berasal dari kekayaan Desa 
yang dipisahkan guna mengelola aset, 
jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa.  
Hakikat pengertian strategi 
adalah penyesuaian institusi, 
organisasi, atau badan pemerintahan 
terhadap penyesuaian lingkungan 
eksternalnya. Institusi atau organisasi 
yang tidak dapat menyesuaikan diri 
dengan perubahan yang terjadi pada 
lingkungan eksternal akan mengalami 
kemunduran atau kegagalan. Apabila 
ditinjau dari perspektif manajemen, 
maka strategi adalah upaya 
mengembangkan keunggulan-
keunggulan atau institusi dalam 
lingkungan eksternal yang kompetitif 
untuk pencapaian tujuan dan sasaran 
organisasi. Rumusan strategi 
menyinggung masalah bagaimana 
penggunaan atau pengelolaan sumber 
daya organisasi dan masalah interaksi 
organisasi dengan lingkungan 
eksternalnya (Tangkilisan, 2005 250).  
Pembentukan Badan Usaha Milik 
Desa bertujuan sebagai penggerak 
pembangunan ekonomi lokal tingkat 
desa. Pembangunan ekonomi lokal 
desa ini didasarkan oleh kebutuhan, 
potensi, kapasitas desa, dan penyertaan 
modal dari pemerintah desa dalam 
bentuk pembiayaan dan kekayaan desa 
dengan tujuan akhirnya adalah 
meningkatkan taraf ekonomi 
masyarakat desa. Dasar pembentukan 
BUMDes sebagai lokomotif 
pembangunan di desa lebih 
dilatarbelakangi pada prakarsa 
pemerintah dan masyarakat desa 
dengan berdasarkan pada prinsip 
kooperatif, partisipatif, dan emansipatif 
dari masyarakat desa.  
BUMDes diharapkan mampu 
menjadi motor penggerak kegiatan 
ekonomi di desa yang juga berfungsi 
sebagai lembaga sosial dan komersial. 
BUMDes sebagai lembaga sosial 
berpihak kepada kepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya 
dalam penyediaan pelayanan sosial, 
sedangkan sebagai lembaga komersial 
BUMDes bertujuan mencari 
keuntungan untuk meningkatkan 
pendapatan desa. 
Peranan merupakan suatu aspek 
yang dinamis dari suatu kedudukan 
(status).” Peranan merupakan sebuah 
landasan presepsi yang digunakan 
setiap orang yang berinteraksi dalam 
suatu kelompok atau organisasi untuk 
melakukan suatu kegiatan mengenai 
tugas dan kewajibanya. Menurut 
Soekanto (2003: 243) peranan adalah 
aspek dinamis kedudukan (status). 
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Apabila seseorang melaksanakan hak 
dan kewajibanya sesuai dengan 
kedudukanya maka dia menjalankan 
suatu peranan. Setiap orang memiliki 
macam-macam peranan yang berasal 
dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini 
sekaligus berarti bahwa peranan 
menentukan apa yang diperbuatnya 
bagi masyarakat serta kesempatan-
kesempetan apa yang diberikan oleh 
masyarakat dalam menjalankan suatu 
peranan. Peranan menentukan tiga hal 
yaitu:  
1. Peranan meliputi norma-norma yang 
dihubungkan dengan posisi    atau 
tempat seseorang dalam masyarkat. 
Peranan dalam arti ini merupakan 
rangkaian peraturan-peraturan yang 
membimbing seseorang dalam 
kehidupan masyarakat. 
2. Peranan adalah suatu konsep tentang 
apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat dalam 
organisasi. 
3. Peranan juga dapat dikatakan 
sebagai perilaku yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat.” 
Peranan yang berhubungan 
dengan pekerjaanya, seseorang 
diharapkan menjalankan kewajiban-
kewajibanya yang berhubungan dengan 
peranan yang dipegangnya. Oleh 
karena itu Groos, Mason dan 
McEachem (dalam Wirutomo, 1982 : 
106) mendefenisikan peranan sebagai 
seperangkat harapan-harapan yang 
dikenakan pada individu yang 
menempati kedudukan sosial tertentu. 
Dengan demikian, peranan 
sebagai suatu kesempatan untuk 
melakukan sesuatu bagi lembaga atau 
organisasi yang dipimpinya agar 
organisasi tersebut dapat hidup dan 
berkembang. Seperti halnya 
Pemerintah Desa, mempunyai peranan 
menyelenggarakan pemerintah desa, 
salah satu sumber dana adalah dari 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 
Dalam Undang-Undang Nomor 6 
tahun 2014 Tentang pemerintahan 
Desa, pasal 1 menyatakan bahwa Desa 
merupakan desa dan desa adat atau 
yang di sebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistim 
pemerintahan Negara kesatuan 
Republik Indonesia. Dan dalam pasal 1 
ayat 2 menyatakan bahwa 
Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintah 
dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 3 
mengatakan bahwa pemerintah desa 
adalah kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain di bantu perangkat 
desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Desa. 
Pemerintah desa merupakan 
simbol formal dari pada kesatuan 
masyarakat desa (www.google.com). 
Berdasarkan pengertian diatas, maka 
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dapat dikatakan bahwa Pemerintah 
Desa sebagai alat negara berperan 
sebagai pelayan masyarakat sebelum 
memangku jabatanya terlebih dahulu 
mendapat legetimasi hukum agar 
dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibanya mendapat pengakuan dari 
masyarakat serta dalam melaksanakan 
perananya sebagai kepala desa 
dilakukan dengan penuh tanggung 
jawab simbol formal ditandai dengan 
penyerahan simbol negara yaitu 
lambang burung garuda bertanda 
bahwa disaat Kepala Desa bertugas, ia 
memikul tanggung jawab negara 
kepada masyarakatnya dan masyarakat 
menyabut amanahnya dengan penuh 
tanggung jawab pula. 
Badan Usaha Milik Desa yang 
selanjutnya di sebut BUMDes adalah 
sebuah lembaga usaha desa yang 
dikelola oleh pemerintah desa dan juga 
masyarakat desa dengan tujuan untuk 
memperkuat perekonomian desa dan 
dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 
potensi desa yang ada di desa tersebut. 
BUMDes merupakan sebuah badan 
usaha yang dapat membantu 
masyarakat dalam segala hal antara lain 
memenuhi kebutuhan sehari-hari, 
menjadi peluang usaha atau lapangan 
pekerjaan, menambah wawasan 
masyarakat desa. Selanjutnya 
pengertian BUMDes di jelaskan dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Desa, dalam pasal 
87 ayat 1 menjelaskan bahwa; desa 
dapat mendirikan Badan Usaha Milik 
Desa yang disebut BUMDes, ayat 2 
menjelaskan bahwa BUMDes di kelola 
dengan semangat kekeluargaan dan 
kegotongroyongan. Selanjutnya dalam 
ayat 3 di jelaskan bahwa BUMDes 
dapat menjalankan usaha di bidang 
ekonomi atau pelayanan umum  sesuai 
dengan  ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
Menurut Pusat Kajian dan 
Dinamika sistim pembangunan (2007: 
4) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
adalah lembaga usaha desa yang 
dikelola oleh masyarakat dan 
pemerintah desa dalam upaya 
memperkuat perekonomian desa dan 
dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 
potensi desa.Terdapat 7 (tujuh) ciri 
utama yanng membedakan BUMDes 
dengan lembaga ekonomi komersial 
pada umumnya yaitu : 
a. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa 
dan dikelola secara bersama; 
b. Model usaha bersumber dari desa  
(51%) dan dari masyarakat (49%) 
melalui penyertaan modal (saham 
atau andil) 
c. Operasionalisasinya menggunakan 
falsafah bisnis yang berakar dari 
budaya lokal (local wisdom); 
d. Bidang usaha yang dijalankan 
didasarkan pada potensi dan hasil 
informasi pasar; 
e. Keuntungan yang diperoleh 
ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahtraan anggota (penyerta 
modal) dan masyarakat melalui 
kebijakan desa (village policy); 
f. Difasilitasi oleh Pemerintah, 
Pemprov, Pemkab, dan Pemdes 
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g. Pelaksanaan oprasionalisasi 
dikontrol secara bersama (Pemdes, 
BPD, anggota) 
 Pendirian dan pengelolaan 
Badan Uasaha Milik Desa (BUMdes) 
adalah merupakan Perwujudan dari 
pengelolaan ekonomi produktif desa 
yang dilakukan secara koperatif, 
partisipatif, emansipatif, transparansi, 
akuntabel, dan sustainable oleh karena 
itu, perlu upaya serius untuk 
menjadikan pengelolaan badan usaha 
tersebut dapat berjalan secara efektif, 
efesien, profesional dan mandiri. 
Pengelolaan BUMDes harus 
dijalankan dengan menggunakan 
prinsip kooperatif, partisipatif, 
emansipatif, transparansi, akuntable, 
sustainable, dengan mekanisme 
member-base dan self help yang 
djalankan secara profesional, dan 
mandiri. Berkenaan dengan hal itu, 
untuk membangun BUMDes 
diperlukan informasi yang akurat dan 
tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, 
termasuk ciri sosial-budaya 
masyarakatnya dan peluang pasar dari 
produk (barang dan jasa) yang 
dihasilkan. 
Karakteristik masyarakat desa 
yang perlu mendapat pelayanan utama 
BUMDes adalah : 
a) Masyarakat desa yang dalam 
mencukupi kebutuhan hidupnya 
berupa pangan, sandang, dan papan, 
sebagian besar memiliki mata 
pencaharian disektor pertanian dan 
melakukan kegiatan  usaha ekonomi 
yang bersifat usaha informal; 
b) Masyarakat desa yang 
penghasilanya tergolong sangat 
rendah, dan sulit menyisihkan 
sebagian penghasilanya untuk modal 
pengembangan usaha selanjutnya; 
c) Masyarakat desa yang dalam hal 
tidak mencukupi kebutuhan 
hidupnya sendiri, sehingga banyak 
jatuh ketangan pengusaha yang 
memiliki modal lebih kuat; 
d) Masyarakat desa yang dalam 
kegiatan usahanya cendrung 
diperburuk oleh sistim pemasaran 
yang memberikan kesempatan 
kepada pemilik modal untuk dapat 
menekan harga, sehingga mereka 
cendrung memeras dan menikmati 
sebagian besar dari hasil kerja 
masyarakat desa. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian kualitatif.  Metode 
kualitatif dalam melaksanakan 
penelitianya dilakukan secara alamiah, 
apa adanya, dalam situasi yang normal 
yang tidak dimanipulasi oleh keadaan 
dan kondisinya, menekankan pada 
deskripsi secara alami. Sugiyono (2010 
: 15) menegaskan bahwa metode 
penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat postpositivisme, digunakan 
untuk meneliti pada kondisi obyek 
yang alamiah, dimana peneliti adalah 
sebagai instrumen pengambilan sampel 
sumber data dilakukan secara 
porposive yaitu teknik pengumpulan 
data dengan tujuan tertentu, analisis 
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data bersifat induktif / kualitatif, dan 
hasil kualitatif lebih menekankan 
makna dari pada generalisasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Peran Pemerintah Desa dalam 
Pemberian Sosialisasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
berkaitan dengan Peranan Pemerintah 
Desa mensosialisasikan BUMDes 
kepada masyarakat ditemukan bahwa 
Pemerintah Desa  sudah 
mensosialisasikan BUMDes akan tetapi 
proses sosialisasi tidak dilakukan 
secara rutin terutama terkait dengan 
program-program apa sajakah yang 
sedang dijalankan oleh BUMDes, 
sehingga masyarakat kurang 
berpartisipasi dalam pengelolaan 
BUMDes, dengan demikian 
pengelolaan BUMDes tidak berjalan 
sebagaimana mestinya.  
Peran menunjukkan  posisi dan 
pengaruh seseorang melaksanakan hak 
dan kewajiban, berarti telah 
menjalankan suatu peran. Menurut 
Soekanto (2003: 243) Peranan adalah 
“Aspek dinamis kedudukan (status). 
Apabila sesorang melaksanakan hak 
dan kewajibanya sesuai dengan 
kedudukanya maka dia menjalankan 
suatu peranan. Setiap orang memiliki 
macam-macam peranan yang berasal 
dari pola-pola pergaulan hidup.  
Berdasarkan Anggaran Dasar 
(AD) Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) Desa Fafinesu C 
Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten 
Timor Tengah Utara Pasal 6 yang 
berkaitan dengan jenis usaha yang 
dikembangkan BUMDes Desa Fafinesu 
C antara lain sebagai berikut :  
1. Jenis usaha BUMDes Fafinesu C 
meliputi usaha-usaha antara lain : 
a. Pelayanan jasa yang meliputi: 
Simpan pinjam dengan 
mengembangkan produk 
unggulan kabupaten. 
b. Pengumpulan dan perdagangan 
hasil bumi 
c. Kegiatan perekonomian lainya 
yang dibutuhkan oleh warga 
desa dan mampu meningkatkan 
nilai tambah bagi masyarakat. 
2. Pengembangan usaha BUMDes 
dapat di kembangkan sesuai dengan 
potensi dan kemampuan yang ada. 
3. Jenis usaha BUMDes sebagaimana 
dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a 
yang meliputi pelayanan jasa 
simpan pinjam dengan usaha 
pengembangan produk unggulan 
kabupaten antara lain paronisasi, 
pengemukan babi, pengembangan 
bawang putih, pengembangan 
kacang tanah, pengembangan 
jagung dan pengembangan garam. 
4. Jenis usaha BUMDes sebagaimana 
dimaksud pada pasal 6 ayat (1) 
huruf b yang meliputi pengumpulan 
dan perdangan hasil bumi berupa 
asam, jambu mente, kemiri, kelapa 
dan lain-lain. 
Untuk dapat menjalankan atau 
mengelola berbagai macam jenis usaha 
yang ada maka dibutuhkan partisispasi 
dan kerja sama dari masyarakat 
sehingga berbagai macam jenis usaha 
yang dicanangkan dapat berjalan. Oleh 
karena itu agar masyarakat dapat 
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berpartisipasi dalam pengelolaan 
BUMDes maka dibutuhkan peranan 
dari pada pemerintah desa dalam 
mensosialisasikan berbagai macam 
jenis usaha yang ada kepada 
masyarakat. 
Sosialisasi merupakan langkah 
awal dalam pelaksanaan program.  
Menurut David A. Goslin dalam Ihrom 
(2004 : 30) berpendapat bahwa 
sosialisasi adalah proses belajar yang 
dialami seseorang untuk memperoleh 
pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai 
dan norma-norma agar ia dapat 
berpartisipasi sebagai anggota dalam 
kelompok masyarakatnya. Selanjutnya  
menurut Soekanto (2010 : 55) 
sosialisasi adalah proses interaksi 
sosial yakni dasar sosial, merujuk pada 
hubungan-hubungan sosial yang 
dinamis interaksi sosial terjadi karena 
masing-masing sadar akan adanya 
pihak lain yang menyebabkan adanya 
perubahan-perubahan, sehingga 
menimbulkan kesan didalam pikiran 
seseorang, kemudian menentukan 
tindakan apa yang dilakukan.  
Berdasarkan hasil penelitian 
terkait dengan persoalan sosialisasi 
dapat disimpulkan bahwa proses 
sosialisasi dari pemerintah desa dan 
pengelola BUMDes tidak dilakukan 
secara rutin terutama terkait dengan 
program-program apa sajakah yang 
sedang dijalankan oleh BUMDes, 
sehingga masyarakat kurang 
berpartisipasi dalam pengelolaan 
BUMDes, sehingga pengelolaan 
BUMDes tidak berjalan sebagaimana 
mestinya.  
Peranan Pemerintah Desa dalam 
Memfasilitasi Pengurus/Pengelola 
BUMDes dalam Bentuk Pendidikan 
dan Pelatihan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
berkaitan dengan peranan  Pemerintah 
Desa dalam memfasilitasi 
pengurus/pengelola Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) dalam bentuk 
pendidikan dan pelatihan belum 
dijalankan sehinggga dalam 
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) pengurus/pengelola 
BUMDes kesulitan dalam 
mengembangkan Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes).  
Menurut Heidjrachman dan Saud 
(1977) pendidikan adalah suatu 
kegiatan untuk meningkatkan 
pengetahuan umum seseorang 
termasuk didalamnya peningkatan 
penguasaan teori dan keterampilan 
memutuskan terhadap persoalan-
persoalan yang menyangkut kegiatan 
mencapai tujuan, sedangkan latihan 
membantu pegawai dalam memahami 
suatu pengetahuan praktis dan 
penerapanya, guna meningkatkan 
ketrampilan, kecakapan dan sikap yang 
diperlukan oleh organisasi dalam usaha 
mencapai tujuanya. Selanjutnya 
menurut Notoatmodjo (2003) bahwa : 
pendidikan (formal) didalam suatu 
organisasi adalah suatu proses 
pengembangan kemampuan kearah 
yang diinginkan oleh organisasi 
bersangkutan, sedangkan pelatihan 
merupakan bagian dari suatu proses 
pendidikan yang tujuanya untuk 
meningkatkan kemampuan dan 
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ketrampilan khusus seseorang atau 
sekelompok orang. 
Berdasarkan hasil wawancara 
yang dilakukan penulis terkait dengan 
peran Pemerintah Desa dalam 
memfasilitasi pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 
bentuk pendidikan dan pelatihan, maka 
dapat disimpulkan bahwa Pemerintah 
Desa belum memfasilitasi 
pengurus/pengelola BUMDes untuk 
mengikuti pendidikan dan pelatihan, 
sehingga dalam pengelolaan BUMDes 
pengurus/pengelola BUMDes kesulitan 
dalam mengembangkan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes). 
 
Peranan Pemerintah Desa dalam 
Melakukan Monitoring dan 
Evaluasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
berkaitan dengan Peranan Pemerintah 
Desa dalam melakukan proses moni 
toring dan evaluasi maka dapat 
diketahui bahwa dalam pengelolaan 
BUMDes Pemerintah Desa tidak 
melakukan proses monitoring dan juga 
evaluasi sehingga setiap persoalan 
yang dihadapai dalam pengelolaan 
BUMDes tidak secepatnya diselesaikan 
sehingga pengelolaan BUMDes tidak 
berjalan dengan baik. 
Berdasarkan peraturan desa 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang pendirian 
dan pengelolaan Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) pasal 4 menyebutkan 
a, meningkatkan usaha masyarakat 
dalam pengelolaan potensi ekonomi 
Desa, Mengembangkan rencana kerja 
sama usaha antar Desa dan / atau 
dengan pihak ketiga, Menciptakan 
peluang dan jaringan pasar yang 
mendukung layanan umum warga, 
Membuka lapangan kerja, 
Meningkatkan kesejahtraan masyarakat 
melalui perbaikan pelayanan umum, 
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 
Desa, serta Meningkatkan pendapatan 
masyarakat Desa dan Pendapatan Asli 
Desa.  
 Agar tujuan pendirian dan 
pengelolaan badan Usaha milik Desa 
dapat tercapai maka dalam pengelolaan 
BUMDes peran Pemerintah Desa 
selain melakukan sosialisasi BUMDes 
dan juga memfasilitasi dalam bentuk 
pendidikan dan pelatihan, maka 
peranan Pemerintah Desa lainya yang 
tidak kalah penting adalah melakukan 
proses monitoring dan juga evaluasi. 
Keberhasilan sebuah program 
dapat dilihat dari apa yang 
direncanakan dengan apa yang 
dilakukan, apakah hasil yang diperoleh 
berkesesuaian dengan hasil 
perencanaan yang dilakukan.Untuk 
dapat memperoleh implementasi 
sebuah cara yang sesuai dengan apa 
yang direncanakan manajemen harus 
menyiapkan sebuah program yaitu 
monitoring. Monitoring ditujukan 
untuk memperoleh fakta, data dan 
informasi tentang pelaksanaan 
program, apakah proses pelaksanaan 
program kegiatan dilakukan sesuai 
dengan apa yang telah direncanakan. 
Selanjutnya temuan-temuan hasil 
monitoring adalah informasi untuk 
proses evaluasi sehingga hasilnya 
apakah program yang ditetapkan dan 
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dilakasanakan memperoleh hasil yang 
berkesesuaian atau tidak. 
Menurut Conor (1974) 
menjelaskan bahwa keberhasilan dalam 
mencapai tujuan, separuhnya 
ditentukan oleh rencana yang telah 
ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi 
oleh pengawasan atau monitoring. Pada 
umumnya manajemen menekankan  
terhadap pentingnya kedua fungsi ini, 
yaitu perencanaan dan pengawasan 
(monitoring). Sedangkan Evaluasi 
menurut Hornby dan Parnwell (dalam 
Mardikanto, 2009) adalah sebagai 
suatu tindakan pengambilan keputusan 
untuk menilai suatu objek, keadaan, 
peristiwa atau kegiatan tertentu yang 
sedang diamati. Pengertian tersebut 
juga dikemukakan oleh Soumelis 
(1983) yang mengartikan evaluasi 
sebagai proses pengambilan keputusan 
melalui kegiatan membanding-
bandingkan hasil pengamatan terhadap 
suatu obyek. 
Berdasarkan hasil wawancara 
yang dilakukan penulis terkait dengan 
peranan Pemerintah Desa dalam 
melakukan proses monitoring dan 
evaluasi maka dapat disimpulkan 
bahwa dalam pengelolaan BUMDes 
Pemerintah Desa tidak melakukan 
proses monitoring dan evaluasi 
sehingga setiap persoalan yang 
dihadapai dalam pengelolaan BUMDes 
tidak secepatnya diselesaikan sehingga 
pengelolaan BUMDes tidak berjalan 
dengan baik. 
 
 
 
SIMPULAN  
Berdasarkan uraian terkait 
dengan peran BUMDes dengan 
berbagai permasalahan yang muncul 
dalam pengelolaannya dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut; Pertama,Pengelola BUMDes 
belum melakukan sosialisasi terkait 
dengan pentingnya keberadaan 
BUMDes rutin terutama terkait dengan 
program-program apa sajakah yang 
sedang dijalankan oleh BUMDes 
sehingga masyarakat kurang 
berpartisipasi dalam pengelolaan 
BUMDes, sehingga pengelolaan 
BUMDes tidak berjalan sebagaimana 
mestinya; Kedua,Pemerintah Desa 
belum memfasilitasi 
pengurus/pengelola BUMDes untuk 
mengikuti pendidikan dan pelatihan, 
sehingga dalam pengelolaan BUMDes 
pengurus/pengelola BUMDes kesulitan 
dalam mengembangkan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes); 
Ketiga,Pemerintah Desa tidak 
melakukan proses monitoring dan 
evaluasi sehingga setiap persoalan 
yang dihadapai dalam pengelolaan 
BUMDes tidak secepatnya diselesaikan 
sehingga pengelolaan BUMDes tidak 
berjalan dengan baik; 
Beberapa rekomendasi yang 
dapat diajukan untuk keberhasilan 
BUMDes ke depan, sebagai berikut : 
Pertama, Agar pengelolaan BUMDes 
dapat berjalan dengan baik, dan juga 
agar masyarakat dapat berpartisipasi 
dalam setiap program-program yang 
dijalankan oleh BUMDes maka 
Pemerintah Desa perlu secara rutin 
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mensosialisasikan BUMDes kepada 
masyarakat; Kedua, Dalam mengelola 
BUMDes baik masyarakat maupun 
pegurus dan atau pengelola BUMDes 
perlu mengikuti program Pendidikan 
dan Pelatihan sehingga para pengrus 
atau pengelola BUMDes dapat 
memiliki pengetahuan, skil dan 
kemampuan agar dapat mengelola 
BUMDes sesuai dengan apa yang 
diharapkan bersama, oleh karena itu 
Pemerintah Desa perlu Memfasilitasi 
masyarakat terutama pengurus dan atau 
pengelola BUMDes untuk mengikuti 
pendidikan dan pelatihan; Ketiga, 
Pengelolaaan BUMDes akan berjalan 
dengan baik apabila terus diawasi dan 
dievaluasi sehingga setiap persoalan 
dalam pengelolaan BUMDes dapat 
secepatnya diselasaiakan, sehingga 
pengelolaan BUMDes dapat berjalan 
sesuai dengan apa yang diharapkan 
bersama, oleh karena itu Pemerintah 
Desa Fafinesu C perlu Mengawasi dan 
mengevaluasi Badan Usaha Milik Desa 
di desa Fafinesu C sehingga kedepan 
BUMDes dapat berjalan sesuai dengan 
apa yang diharapkan bersama. 
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